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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan daerah saat ini menjadi hal yang terpenting untuk menjadi 

roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Berpegang 

pada semangat akselerasi berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia 

untuk mendorong investasi, memberikan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas 

pada beragam sektor yang berhubungan dengan infrastruktur (Bappenas, 2020). 

Dalam hal peningkatan kualitas pembangunan, salah satu yang menjadi tugas 

pemerintah adalah menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya 

proses pembangunan di daerah yakni dimulai dari proses perencanaan sampai 

dengan proses evaluasinya. 

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri 

secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan 

masyarakat dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai 

kesejahteraan masyarakatnya dengan baik serta pemberdayaan kekayaan alam 

maupun manusia dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan secara optimal. 

Penilaian terhadap suatu daerah terhadap kemampuan mengelola 

keuangannya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang diperoleh daerah. Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud 
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dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat harus menyadari bahwa 

yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah itu sendiri. Rasio 

kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara Pendapatan Asli Daerah 

dibagi dengan jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan 

tingginya  kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan 

daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Rasio Kemandirian Daerah (%) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, diolah 

Perkembangan kemandirian daerah tahun 2016-2020  di Sumatera 

Selatan cenderung mengalami fluktuatif terdapat pada Gambar 1 rasio 

kemandirian daerah Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebesar 38,67% dan pada 

tahun 2020 sebesar 36,37% turun 2,3% mengindikasikan belum optimalnya 

pemanfaatan dana dari pusat untuk meningkatkan fasilitas fiskal untuk menambah 

pendapatan daerah. 
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Ruang fiskal secara umum mengacu pada ketersediaan ruang anggaran 

yang memungkinkan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa 

membahayakan kesinambungan keuangan pemerintah. Kesinambungan artinya 

berfokus pada implikasi jangka menengah dari pengeluaran program – program 

yang dapat menciptakan ruang fiskal. Kebijakan fiskal dan ruang fiskal saling 

terkait dalam arti ruang fiskal dapat diperluas jika kebijakan fiskal dilaksanakan 

dengan benar. Artinya kebijakan fiskal nasional dan daerah berpengaruh 

signifikan terhadap ruang fiskal daerah. Dengan catatan, pemerintah harus 

menjaga ketahanan fiskal. Gambar 2 menunjukkan ruang fiskal Provinsi Sumatera 

Selatan periode 2016-2020.  

 

Gambar 2. Ruang Fiskal Provinsi Sumatera Selatan (%) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, diolah 

 

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai 

kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal ini diperoleh dengan 
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menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah 

ditentukan penggunaannya dan belanja yang bersifat mengikat. Ruang fiskal 

daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggarannya 

digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya.  

Gambar 2 menunjukkan ruang fiskal Provinsi Sumatera Selatan dalam 

kurun waktu yang sama mengalami kenaikan pada tahun 2017 yang semula 

36,70% menjadi 50,76% tetapi turun kembali menjadi 42,29% padah tahun 2020 

atau menurun sebesar 8,47%. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus 

menentukan prioritas belanjanya. Diharapkan juga pemerintah daerah dapat 

efektif dan efisien dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta 

ruang fiskal yang lebih besar.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran hasil 

kinerja pencapaian daerah pada hal – hal tertentu yang menggunakan dana berupa 

pengeluaran, pembiayaan dan penerimaan dana. Opini BPK secara bertingkat 

terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). Agar informasi yang disajikan dapat berguna bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan maka informasi yang diberikan dalam laporan keuangan harus 

memiliki karakteristik kualitatif yang memungkinkan untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi dari 

BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi 

lainnya. Pada tabel 2 menunjukkan capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dinilai oleh 
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Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Tabel 1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Provinsi Sumatera 

Selatan 

No Pemerintah 

Daerah 

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(Tahun) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Sumatera 

Selatan 

WTP WTP WTP WTP WTP 

Sumber: Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan, diolah 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa Opini Laporan Keuangan 

Provinsi Sumatera Selatan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

selama 5 kali berturut – turut mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Memiliki 

opini WTP tidak berarti menghilangkan kesalahan dan penyajian laporan 

keuangan yang tidak akurat karena tidak ada korelasi antara perolehan opini WTP 

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan harus bekerja keras untuk meningkatkan pengelolaan keuangan 

yang lebih transparan dan akuntabel demi tercapainya kepentingan masyarakat. 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah memberikan opini penilaian 

terhadap pelaksanaan APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia secara 

rutin setiap tahunnya. Dalam setiap pemeriksaan keuangan baik negara maupun 

daerah ada beberapa aspek yang digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan 

laporan keuangan daerah yaitu ada dan tidaknya (1) indikasi kerugian 

negara/daerah, (2) penyimpangan administrasi, kekurangan pendapatan, ketidak-

hematan, dan tidak menguntungkan. Dari aspek tersebut ada beberapa indikator 

yang dijadikan dasar penilaian dan pemberian opini oleh pemeriksa. Berdasarkan 
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peraturan perundang –undangan audit atas laporan keuangan ini memiliki 

prosedur standar operasi dan ruang lingkup laporan keuangan yang komprehensif 

(Susetyo, 2009). 

Menurut Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (2020) jika 

belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 

menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum 

sepenuhnya diyakini kewajarannya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya 

(1) kelemahan sistem pengendalian intern, (2) belum tertatanya barang milik 

negara/daerah dengan tertib, (3) tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, (4) penyajian laporan keuangan yang 

belum sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), (5) kelemahan dalam 

sistem penyusunan laporan keuangan, (6) kurang memadainya kompetensi SDM 

pengelola keuangan pada pemerintah derah. 

Beragam masalah yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pembangunan yaitu yang berkaitan dengan sumber dana untuk 

pembiayaannya. Menurut pemerintah daerah, sumber pembiayaan tersebut 

umumnya berasal dari usaha yang dilakukan daerah itu sendiri yang 

mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang diperoleh dan juga berasal dari 

pemerintah pusat. Oleh karena itu tantangan pemerintah daerah dalam era 

desentralisasi fiskal perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sebagai pelayan publik 

(public servant). Pemerintah daerah tidak hanya memiliki kapasitas untuk 

mengelola pendapatan atau pengeluaran saja tetapi juga memiliki kapasitas untuk 
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meningkatkan pendapatan dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiadi, 2012).  

Provinsi Sumatera Selatan yang sedang marak melakukan pembangunan 

infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, dan lain lain 

membutuhkan pendanaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan ini tentunya 

tidak selalu ditanggung oleh APBN dan kemampuan fiskal dalam APBN juga 

tidak akan mampu mengatasi permasalahan infrastruktur di segala wilayah yang 

ada di Indonesia, karena banyak sektor lain juga yang harus ditingkatkan. Namun, 

beberapa daerah mengalami defisit anggaran untuk memenuhi belanja daerah. 

Pemerintah daerah berupaya melakukan inovasi untuk menutupi defisit anggaran 

tersebut, menutupinya berlandaskan pada masalah yang jelas seperti kebutuhan 

membangun infrastruktur. 

Salah satu pilihannya adalah melakukan pinjaman daerah dari beragam 

sumber, seperti pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Salah satu 

produk pembiayaan daerah yang sudah diregulasi adalah obligasi daerah. Produk 

pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam hal belanja modal untuk 

pembangunan infrastruktur. Masalah utamanya adalah tidak semua pemerintah 

daerah dapat memenuhi syarat untuk menerbitkan obligasi daerah karena ada 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 

Penerbitan obligasi daerah yang dijelaskan pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor. 111/PMK.07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan 

Pertanggungjawaban Obligasi Daerah prosedurnya dimulai dari penetapan 
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kegiatan, kemudian melaksanakan persiapan kegiatan, mengajukan persetujuan 

DPRD, mengajukan usulan penerbitan kepada menteri keuangan, membuat 

peraturan daerah dan penawaran umum dipasar modal serta harus memenuhi 

pengelolaan obligasi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, prosedur – prosedur 

tersebut memberikan kesan bahwa penerbitan obligasi daerah rumit dan panjang 

(Yulianti, 2018).  

Menurut Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang hubungan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persyaratan untuk 

menerbitkan obligasi daerah harus sesuai dan kapasitas sisa pinjaman daerah 

ditambah dengan jumlah pinjaman yang tidak dapat melebihi 75% dari total 

pendapatan menyeluruh APBD tahun sebelumnya. Pemerintah daerah hanya dapat 

menerbitkan obligasi daerah untuk mendanai kegiatan investasi sektor publik 

yang menciptakan pendapatan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  

Komponen yang akan dibahas pada penelitian ini ialah kajian penerbitan 

obligasi daerah dilihat dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah 

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menentukan batas kumulatif 

pinjaman daerah, menghitung rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang 

bertujuan untuk melihat apakah pemerintah mampu melunasi pinjaman mencakup 

utang jangka pendek maupun jangka panjang, menghitung rasio kemandirian, 

rasio efektivitas, belanja rutin, belanja modal, menganalisis strategi yang 

diperlukan dalam penerbitan obligasi daerah menggunakan metode Strength 
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Weakness Opportunity Threat (SWOT) dan yang terakhir melihat opini laporan 

keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2011 hingga tahun 

2020.  

Obligasi daerah sebagai sumber pendanaan sudah lama dijadikan bahan 

pembahasan. Jika sekiranya penerbitan obligasi daerah memungkinkan maka 

dalam struktur APBD obligasi daerah menjadi salah satu alternatif sumber 

pembiayaan daerah (Okta & Kaluge, 2011). Ada beberapa daerah yang diduga 

akan menerbitkan obligasi daerah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa 

Tengah tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Wacana penerbitan obligasi 

daerah sebenarnya sudah muncul sejak 5-10 tahun lalu hanya saja belum ada yang 

menerbitkannya hingga sekarang karena ada beberapa kendala utama seperti 

tingkat pemahaman daerah, hambatan regulasi, kemampuan inovasi di daerah, 

kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih belum memahami 

tentang obligasi daerah. 

Kemampuan untuk melakukan inovasi dan keberanian mengelola risiko 

belum banyak dimiliki pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk 

mendorong penerbitan obligasi daerah yang baik, Pemerintah Pusat perlu 

mendukung semua Pemerintah Daerah dalam berinovasi pada pembangunan 

daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana obligasi 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan dapat diterbitkan dan dapat menjadi solusi 

efektif terhadap pembiayaan pembangunan daerah serta diharapkan penelitian ini 

menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana indikator dalam menerbitkan obligasi daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana obligasi daerah menjadi solusi efektif dalam pembiayaan 

pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini memiliki beberapa tujuan, 

yaitu untuk: 

1. Menganalisis indikator Obligasi Daerah yang dapat diterbitkan di Provinsi 

Sumatera Selatan  

2. Menganalisis Obligasi Daerah efektif dalam pembiayaan pembangunan 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

a. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan dan pengembangan 

ilmu tentang obligasi daerah, 

b. Mengetahui kelayakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

menerbitkan obligasi daerah, dan 
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c. Diharapkan menjadi sumber literatur untuk para akademis mengenai 

penerbitan obligasi daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan teori - teori yang dipelajari dalam penelitian ini dapat 

diterapkan dan memberikan wawasan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum 

mengenai penerbitan obligasi daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

keuangan daerah, khususnya obligasi daerah di Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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